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KATA PENGANTAR

Buku Pengantar IImu Hukum ini, merupakan persembahan dari para
akademisi hukum dari berbagai afiliasi perguruan tinggi di Indonesia
bagi para mahasiswa dan pemula, para dosen, pemerhati hukum, serta
masyarakat luas pada umumnya yang tertarik untuk mempelajari,
memahami, dan menguasai ilmu hukum.

Buku Pengantar IImu Hukum ditujukan sebagai pengantar bagi
kajian hukum sebagai satu cabang ilmu pengetahuan. Materi di
dalamnya memuat Bab Teori dan Ruang Lingkup Hukum, Sejarah
Perkembangan Hukum, Norma dan Konsep Hukum, Sumber dan
Sistem Hukum, Fungsi dan Peran Hukum, Peristiwa Hukum, Hukum
Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum
Administrasi Negara, Hukum Agraria, Hukum Acara, Penemuan dan
Penafsiran Hukum, dan Putusan Hakim.

Lahirnya buku ini atas semangat produktif tiada henti dari para
penulis, penerbit, dan berbagai pihak yang aktif berkontribusi positif.
Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
ikut membidani dalam penyusunan buku ini. Besar harapan kami
bahwa kiranya buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu buku
pedoman Ilmu Hukum bagi siapa pun serta menjadi buku pegangan
bagi setiap mahasiswa Fakultas Hukum dalam mempelajari ilmu
hukum.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua.
Aamiin.

Tim Penulis
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BAB 1 SEJARAH
PERKEMBANGAN HUKUM

Anik Iftitah, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Pendahuluan
Hukum mengalami perkembangan, tidak mutlak bersifat statis tetapi
berubah dari waktu ke waktu (Rahardjo, 1991), berhubungan erat
dengan perubahan perkembangan sejarah kehidupan masyarakat.
Untuk mengetahui perkembangan hukum dalam masyarakat,
digunakan perspektif sejarah perkembangan hukum. Hukum itu lahir,
tumbuh, dan berkembang di dalam masyarakat yang mengatur cara
manusia berhubungan satu dengan yang lainnya, apa yang boleh
dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan (Mas, 2004),
sebagaimana doktrin Cicero yang menyatakan bahwa setiap
masyarakat memiliki hukum (ibi societas ibi ius), keduanya
mempunyai hubungan timbal balik. Setidaknya, ada tiga peranan
utama hukum dalam masyarakat, yakni sebagai sarana pengendalian
sosial, sebagai sarana untuk memperlancar interaksi sosial, dan
sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.

Perkembangan hukum antara lain terjadi dalam tiga tahap yaitu (Is,

2017):

1. Mulanya, hukum berwujud kaidah dan aturan hukum yang
sederhana, langsung, dan lugas;

2. Kemudian, hukum berkembang dalam wujud peraturan dengan
jumlah yang terus bertambah dengan banyak perkecualian
sehingga saling bertentangan dan hancur;

3. Berdasarkan data aturan yang sudah hancur, kemudian muncul
hukum dalam wujud peraturan baru beserta kodifikasi ketentuan-

ketentuan konkret yang sudah ada.
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Penutup

Hukum mengalami perkembangan menjadi semakin rasional. Hukum
harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Hukum
tidak hanya berfungsi sebagai pembenar segala hal yang terjadi
setelah masyarakat berubah, tetapi hukum harus tampil secara
bersamaan dengan peristiwa yang terjadi, bahkan hukum harus
tampil dahulu sebelum peristiwa terjadi. Hukum harus berperan
untuk menggerakkan masyarakat menuju perubahan terencana,
sebagai peran aktif untuk rekayasa social (law as a tool social
engineering). Perkembangan hukum harus ditujukan untuk
melahirkan suatu kepastian hukum sekaligus berfungsi sebagai
sarana sosial kontrol dalam kehidupan masyarakat.
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BAB 2 TEORI DAN RUANG
LINGKUP HUKUM

Dr. Ns. Ady Purwoto, S.Kep., M.Kep., S.H., M.H.
Universitas IBN Khaldun Bogor

Pengertian dan Ciri-Ciri Teori Hukum

Dalam dunia ilmiah, teori menempati tempat yang penting. Teori

memungkinkan kita untuk meringkas dan lebih memahami masalah

yang sedang dibahas. Teori memberikan penjelasan dengan

mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibahas

(Satjipto, 2000). Adanya keragu-raguan dari para akademisi mengenai

tempat dari disiplin teori hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum,

hukum normatif dan hukum positif. Ada yang menyamakan antara

filsafat hukum dengan teori hukum (Munir, 2010). Menurut Imre

Lakatos, “teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan

hilang begitu saja ketika teori lainnya pada dasarnya merupakan

keanekaragaman dalam sebuah penelitian” (Eddy, 2010).

Teori di sini berisi:

1. Memahkotai sistem;

2. Terdiri atas hokum-hukum ilmiah;

3. Pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan teratur
antara fakta atau gejala;

4. Berfungsi untuk member eksplanasi, prediksi dan pemahaman
terhadap berbagai fakta atau gejala.

Ketika datang untuk mendefinisikan teori hukum, tidak ada definisi
standar yang seragam. Pendapat banyak ahli, misalnya tentang
disiplin teori hukum:

Ady Purwoto
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2) Apa dasar-dasar mengikatnya hukum?

3) Mengapa hukum berlaku umum?

4) Bagaimana hubungan antara hukum dengan kekuasaan,
moral, dan keadilan?

Dari pengertian di atas, ilmu figih adalah ilmu yang ujungnya
adalah hukum, dan khususnya yang mengajarkan ilmu figih dalam
segala ekspresinya, ilmu figih sebagai ilmu prinsip, ilmu figih
sebagai ilmu pemahaman, dan ilmu fikih sebagai realitas, dapat
dengan mudah dikatakan. Sains. Ada pula Hans Kelsen yang
berpendapat bahwa Ilmu hukum adalah semata-mata dan hanya
ilmu logikal, dan sebagai demikian adalah “ilmu”. (Arif, 2003)
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BAB 3 NORMA DAN
KONSEP HUKUM

Kurniawan, S.H., M.H.
STIE Syari’ah Al-Mujaddid Tanjab Timur

Hakikat Norma
1. Tata Tertib Masyarakat
Menurut Sudikno Mertokusumo (1991) bahwa ada berbagai
macam golongan serta aliran yang ada dalam masyarakat dan
seluruhnya memiliki kepentingan masing-masing, di mana dalam
masyarakat tersebut diharuskan adanya ketertiban.
Dalam norma/kaidah tersebut memiliki dua jenis isi yang
diwujudkan dalam bentuk, yaitu:
a. Perintah
Perintah adalah diharuskannya kepada seseorang untuk
melakukan suatu kegiatan yang semua akibatnya dianggap baik.
b. Larangan
Larangan adalah diharuskannya kepada seseorang agar tidak
melakukan suatu tindakan yang berakibat sesuatu yang tidak
baik.

2. Fungsi Norma/Kaidah
Norma/Kaidah berfungsi dalam memberikan petunjuk kepada
seseorang untuk melakukan Tindakan dalam masyarakat
termasuk perbuatan mana saja yang boleh dan yang tidak boleh
dilakukan. Menurut Satjipto Rahardjo (2000) bahwa suatu norma
atau kaidah dapat bertahan karena adanya sanksi-sanksi, yaitu
kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran akan diancam
diberikan hukuman. Sanksi adalah faktor penguat terhadap
diberlakukannya norma-norma yang ada serta terhadap yang

melanggar norma adalah bagian dari reaksi.
Kurniawan




Norma Dan Konsep Hukum

dapat berupa:

1. Lahirnya - ubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
Contoh:

a. Menjadi umur 21 tahun cakap untuk melakukan tindakan
hukum;

b. Dalam pengampuan jadi kehilangan kecakapan
melakukan tindakan hukum di atas.

2. Lahirnya -ubahnya atau lenyapnya sesuatu hubunganhukum
(hubungan antara dua subyek hukum atau lebihdi mana hak
dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan
kewajiban di pihak yang lain. Misalnya A melakukan
perjanjian jual beli dengan B, sehingga lahirlah hubungan
hukum A/B. apabila sudah dibayar, maka putuslah hubungan
itu;

3. Sanksi - apabila melakukan tindakan melawan hukum,
misalnya A menabrak seseorang hingga berakibat luka berat,
A harus memperoleh sanksi berupa pidana penjara atau
pidana denda.
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BAB 4 SUMBER-SUMBER
HUKUM

Dr. Herlina Manullang, S.H., M.Hum.
Universitas HKBP Nommensen Medan

Pengertian Sumber Hukum

Peristilahan sumber hukum menurut Achmad Ali (2015:116) dapat
diartikan; sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan
hukum, atau sumber hukum itu adalah tempat dimana menemukan
hukum. Selanjutnya Sudikno Mertokusumo (2002:76) berbicara
tentang sumber hukum berarti kita bertanya; dimanakah hukum itu
dapat ditemukan? Dimanakah hukum itu dapat dicari? Dimanakah
hakim dapat menggali dan mendapatkan hukumnya untuk
dipergunakan sebagai dasar putusannya? Bagaimanakah kita dapat
mengetahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan
mengikat atau berlaku. Menurut C.S.T Kansil (2011: 46) sumber
hukum adalah segala hal-hal apa saja yang mengakibatkan aturan -
aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni
aturan-aturan yang jika dilanggar akan menimbulkan sanksi yang
jelas, tegas dan nyata.

Secara umum yang dimaksud dengan sumber hukum adalah
tempat dimana ditemukan hukum atau menggali hukumnya. Kata
sumber hukum dapat diberi arti antara lain (Sudikno Mertokusumo,
2002:107):

1. Sebagai asas hukum, artinya sebagai permulaan hukum, contoh,
kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya;

2. Menunjukkan hukum terdahulu telah mempengaruhi keberadaan
hukum yang sedang berlaku saat ini, misalnya hukum Perancis,
hukum Romawi;
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BAB 5 FUNGSI DAN TUJUAN
HUKUM

Dr. Nuryati Solapari, S.H., M.H.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Fungsi Hukum
Masyarakat melakukan hubungan sosial satu sama lain dan tidak
sedikit interaksi sosial yang dijalankan menimbulkan persoalan-
persoalan. Untuk inilah hukum eksis dengan fungsinya, guna
menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antar
anggota masyarakat. Fungsi hukum merupakan media pengatur
interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk
mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dan tidak boleh
dilakukan dengan tujuan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur
(Mawardi, 2015). Fungsi hukum yang esensial menurut Ronny
Hanitijo Soemitro adalah menjaga stabilitas dan kepastian. Sedangkan
Zaeni Asyadi mengatakan bahwa hukum mempunyai berbagai fungsi
yaitu:
1. Fungsi Hukum sebagai Sarana Kontrol Sosial
Fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial bertujuan untuk
memberikan suatu batasan terhadap tingkah laku masyarakat agar
tidak terjadi penyimpangan. Dengan demikian fungsi ini
mengartikan bahwa hukum itu mengontrol tingkah laku
masyarakat, dan menentukan sanksinya apabila melakukan
penyimpangan. Fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial
dibutuhkan guna menjamin kelangsungan keseimbangan dalam
perhubungan antar anggota masyarakat. Menimbang untuk hal
tersebut, dibutuhkan aturan-aturan hukum yang diadakan atas
kehendak serta keinsyafan masing-masing anggota masyarakat itu.
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Secara substansi hukum belum sepenuhnya mendukung
terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Meski kegunaan hukum
diantaranya untuk melayani masyarakat. Pengertian melayani
masyarakat harus diwujudkan dalam nilai kesejahteraanya. Namun
pada kenyataanya, kondisi faktual kesejahteraan masyarakat sulit
diwujudkan. Makna jaminan kesejahteraan masyarakat Indonesia
termaktub pada Alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 dan ketentuan
pasal 33 UUD 1945 dan pasal 34 UUD 1945. (Isnaini AD, 2021).
Berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat, menimbang kesejahteraan yang hendak dicapai harus
dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat bukan sebagian atau
dirasakan oleh sebagian kelompok.
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BAB 6 PERISTIWA HUKUM
(RECHTSFEIT)

Dr. July Esther, S.H., M.H.
Universitas HKBP Nommensen Medan

Pengertian Peristiwa Hukum

Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang terjadi di

dalam masyarakat yang memiliki akibat yang telah diatur oleh hukum

atau peristiwa -peristiwa di dalam masyarakat yang oleh hukum
diberi akibat hukum. Jika akibat perbuatan terjadi di dalam
masyarakat tidak dikehendaki oleh orang yang melakukannya maka
perbuatan tersebut bukan perbuatan hukum. Apabila peristiwa
tersebut telah menimbulkan hukum dan peristiwa tersebut oleh

peraturan hukum telah dijadikan peristiwa hukum (C.S.T Kansil 1989;

121-123) sebagai contoh:

1. Peristiwa perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang
wanita, telah menimbulkan akibat hukum dan hukum telah
mengaturnya berupa timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua
pihak.

2. Peristiwa jual beli suatu barang seperti sepeda motor, misalnya A
dan B mengadakan perjanjian jual-beli kendaraan roda empat.
Peristiwa ini adalah peristiwa hukum karena akibat dari peristiwa
tersebut diatur oleh hukum yaitu, timbulnya hak dan kewajiban
secara timbal-balik di antara kedua belah pihak (A dan B). A
sebagai pembeli wajib membayar harga kendaraan yang dibelinya
kepada B dan berhak menerima kendaraan tersebut dari B.
Sebaliknya, B berhak menerima uang penjualan kendaraan
tersebut dari A dan wajib menyerahkan kendaraan kepada A.
Peristiwa tersebut telah menimbulkan akibat hukum, yaitu
timbulnya hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli.
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hubungan hukum jual beli diantara keduanya (penjual dan
pembeli).
3. Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di
bidang hukum keperdataan

Contoh:

a. Di bidang hukum pidana, akibat dari tindakan
kejahatan/pelanggaran dapat menimbulkan akibat hukum
berupa sanksi yaitu: hukuman mati, penjara, kurungan, denda,
pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang
tertentu ataupun pengumuman putusan hakim;

b. Di bidang hukum perdata, akibat hukum dari perbuatan
melawan hukum ataupun wanprestasi/ingkar janji adalah
timbulnya sanksi berupa pemberian ganti rugi dan kewajiban
melaksanakan isi perjanjian atau pembatalan perjanjian.
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keahlian Penulis diantaranya Pengantar Tata Hukum Indonesia,
Hukum Pidana, Hukum Pidana Korupsi dan Pencucian Uang,
Perbandingan Hukum Pidana, Hukum Pidana Umum untuk Program
Strata 1 Sarjana Hukum. Untuk Program Magister Hukum, Penulis juga
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Esther. Selain karya penelitian dan pengabdian, Penulis juga pernah
menulis buku Hukum Pidana. Untuk itu harapan penulis dengan buku
Pengantar Ilmu Hukum akan memberikan kontribusi positif bagi
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Geofani Milthree Saragih, S.H.
Universitas Riau / Sanrego

Pendahuluan

Salah satu pembahasan yang memiliki cakupan yang sangat luas
dalam studi ilmu hukum adalah kajian terhadap Hukum Tata Negara
(HTN). Kajian terhadap HTN dikatakan sangat luas karena
pembahasan yang terdapat dalam HTN mencakup keadaan di masa
lalu, masa kini dan masa depan suatu negara. Aspek pembahasan HTN
mencakup kerangka negara hingga jalannya negara dalam suatu
sistem yang terdiri dari berbagai komponen HTN. Kajian terhadap
HTN sangat lekat dengan sejarah hukum, karena akan membahas
tentang struktur hukum hingga hukum tersebut berlaku dan bertahan
dalam praktik kehidupan masyarakat dalam suatu organisasi yang
besar dan luas yang kemudian disebut dengan negara. Pembahasan
tentang konstitusi sudah pasti akan membahas tentang HTN, hal ini
karena dasar-dasar HTN suatu negara telah diatur dan ditegaskan di
dalam suatu konstitusi yang kemudian menjadi pedoman dalam
kehidupan bernegara. Penulis berpandangan bahwa HTN adalah
sumber utama dan menjadi dasar utama bagi aspek-aspek hukum
lainnya yang berlaku di dalam suatu negara. Sehingga, pembahasan
mengenai aspek hukum lainnya tidak akan terlepas dari kajian
terhadap HTN. Segala sikap tindak dalam berkehidupan bernegara
mulai dari rakyat hingga lembaga negara adalah kajian HTN, dalam
batas-batas tertentu, hubungan negara dengan negara lainnya juga
menjadi pembahasan dalam HTN. HTN adalah aspek mendasar kajian
yang ditujukan terhadap suatu negara.
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Sumber hukum materiil HTN Indonesia adalah sumber yang

menentukan isi kaidah HTN Indonesia yang terdiri dari:

1) Dasar dan pandangan hidup bernegara;

2) Kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat
merumuskan kaidah-kaidah HTN;

3) Doktrin-doktrin ketatanegaraan.

b. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang dikenal

dari bentuknya. Bagir Manan berpandangan bahwa yang

menjadi sumber hukum formil Indonesia yaitu sebagai berikut

(Bagir Manan, 2006):

1) Perundang-undangan ketatanegaraan;

2) Hukum adat yang berkenaan dengan ketatanegaraan;

3) Hukum kebiasaan yang dalam perkembangannya dianggap
penting dan memiliki pengaruh bagi ketatanegaraan;

4) Yurisprudensi yang berkenaan dengan ketatanegaraan.
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(pendiri) dari komunitas diskusi Pemikir Hukum Subjektif
(Mahasiswa Literatur) dan media online mahasiswa bernama Detik
Mahasiswa Hukum (didirikan pada tahun 2020 di Pekanbaru dengan
beberapa temannya di FH UNRI) dan menjabat sebagai President
Director (Ketua) yang memiliki cabang media hukum yaitu Kedai
Hukum.

Geofani Milthree Saragih




Hukum Tata Negara

Pernah menjabat sebagai Pimpinan Redaksi Jokpus (Pojok
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aktif di LBH Pekanbaru (YLBHI) dan legal assistant di Kantor Advokat
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BAB 8 HUKUM PERDATA

Nila Imtiyaz El-Hada, S.H
Alumni UIN Walisongo Semarang

Pendahuluan

Di Indonesia, hukum perdata yang berlaku masih bermacam-macam,

ini dikarenakan penduduk dibagi menjadi beberapa golongan.

Adapun beberapa penggolongan penduduk Indonesia adalah :

1. Bumiputera, hukum adat yang diberlakukan, selain itu ada
Peraturan Perundang-undangan yang oleh Pemerintah Hindia
Belanda dibuat secara khusus untuk golongan bumiputra, yaitu
Ordonansi Perkawinan Indonesia Minahasa, Kristen Jawa, dan
Ambon dan Ordonansi Tentang Maskapai Andil Indonesia (IMA).

2. Eropa, diberlakukan KUH Perdata, hal ini berdasarkan atas asas
konkordansi.

3. Timur Asing Tionghoa, KUH Perdata hampir seluruhnya
diberlakukan dan terdapat beberapa pengecualian, yaitu
pencatatan sipil, sebelum perkawinan apa saja yang harus
mendahuluinya, (pengangkatan anak), yang mulai berlaku sejak 1
Mei 1919.

4. Timur Asing bukan Tionghoa, hukum perdata diberlakukan
sebagian, yaitu mengenai hukum waris testamenter dan hukum
kekayaan, sedangkan hukum pribadi, waris tanpa wasiat, dan
hukum keluarga, berdasarkan hukum negara tersebut yang
diberlakukan. (Djaja S. Meliala, 2014 : 2-3)

Dalam bab ini dibahas tentang hukum perdata, mulai dari
pengertian hukum perdata, sumber-sumber hukum perdata, asas-asas
hukum perdata, dan sistematika hukum perdata menurut KUH
Perdata dan ilmu pengetahuan.
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1) Golongan 1 : Keturunan dan Suami atau istri yang hidup terlama
dari pewaris dalam garis lurus ke bawah;

2) Golongan 2 : Saudara sekandung, orang tua dan keturunan dari
pewaris;

3) Golongan 3 : Leluhur pewaris baik dari pihak suami atau istri;

4) Golongan 4 : Keluarga sedarah sampai derajat keenam. (Yulies
Tiena Masriani, 2004 : 72-81).
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PROFIL PENULIS
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BAB 9 HUKUM PIDANA

Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Pengertian Hukum Pidana
[stilah hukum pidana pertama kali muncul pada saat negara
berkeinginan membuat suatu aturan mengikat kepada seluruh
warganya atau yang biasa dikenal sebagai hukum publik. Maka negara
tersebut harus membuat aturan yang bisa membuat masyarakat patuh
dan taat akan hukum tersebut dan memiliki kekuatan hukum yang
mampu memberikan keamanan dan ketentraman kepada seluruh
masyarakatnya. Kehadiran hukum pidana lah yang akan
menerjemahkan hal tersebut, sehingga istilahnya dikenalkan sebagai
ius Poenale (Jan Remmelink, 2003) yaitu:

1. Suatu Perintah dan atau larangan dibuat oleh Lembaga yang
berwenang melalui peraturan perundang-undangannya yang sah
dan dibuat sesuai dengan peraturan pula serta dapat diterapkan di
dalam masyarakat.

2. Aturan yang dibuat oleh negara tersebut mampu
diimplementasikan di dalam masyarakat dengan kata lain
peraturan hukum pidana tersebut mampu memberikan efek yang
jelas dan langsung kepada masyarakatnya.

3. Selanjutnya terakhir aturna itu juga harus memiliki bata ruang
lingkup diberlakukannya. Siapa saja yang dapat dipidana dan siapa
saja yang menjadi subjek hukumnya serta perbuatan-perbuatan
apa saja yang kan dikriminalisasikan oleh peraturan perundang-
undangan tersebut.

Selanjutnya Pengertian lainnya menurut van Hattum (red.
Lamintang, 1984), bahwa hukum pidana itu adalah suatu keseluruhan
dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Lembaga
yang berwenang yaitu negara yang diberlakukan kepada seluruh
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3. Teori Adonan
Artinya adonan dari teori-teori sebelumnya menjadi akibatnya
pidana bertujuan untuk:
a. Merehabilitasi Pelaku;
b. Pembalasan, membentuk pelaku menderita;
c. Melindungi warga;
d. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana.
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BAB 10 HUKUM DAGANG

Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D
Universitas Lancang Kuning

Pengertian Hukum Dagang

Sebelum kita berbicara tentang pengertian hukum dagang maka kita
terlebih dahulu harus memahami apa itu arti perdagangan atau
perniagaan. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya diartikan
dengan suatu pekerjaan untuk membeli barang dari suatu tempat dan
pada suatu waktu kemudian menjual barang itu ke tempat lain atau
pada waktu yang berikutnya dengan maksud memperoleh
keuntungan (Kansil & S.T. Kansil, 2002, p. 15).

Perdagangan atau perniagaan secara umum adalah suatu
pekerjaan untuk membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu
waktu kemudian menjual barang tersebut ke tempat lain atau pada
waktu yang berikut dengan tujuan memperoleh keuntungan. Untuk
masa sekarang yang serba modern ini perdagangan diartikan sebagai
pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk
membelikan menjual barang-barang yang memudahkan dan
memajukan pembelian dan penjualan.

Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
terbagi atas 2 (dua) buku, yaitu buku pertama tentang dagang pada
umumnya, dan buku kedua tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit
dari pelayaran. Pengertian Hukum Dagang itu sendiri tidak
ditemukan di dalam pasal-pasal KUHD. Kita hanya dapat menemukan
pengertian Hukum Dagang itu hanya dalam literatur yang
dikemukakan oleh para ahli Hukum Dagang. Pengertian Hukum
Dagang menurut para ahli:
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BAB 11 HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA

Siti Mastoah, S.H., M.H.
Universitas Nasional

Pendahuluan

Hukum Tata Negara hadir dalam mengatur penyelenggaraan
kekuasaan pemerintahan dalam negara hukum yang mensyaratkan
terselenggaranya tugas negara, pemerintahan, dan kemasyarakatan
berdasarkan undang-undang untuk mewujudkan keadaan tersebut.
Konsepsi Negara Indonesia di dalam konsep negara welfare state,
dimana negara bertugas menjadi petugas pengelola kesejahteraan
warganya. Seperti tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia 1945 pada alinea 4 yang terkait dengan
Hukum Administrasi Negara adalah negara sebagai instrumen yang
menjadi dasar legalitas dan pedoman bagi alat perlengkapan negara,
selain itu Hukum Administrasi Negara menjadi instrumen yang
mengawasi penggunaan dan kekuasaan. Dalam pembahasan spesifik
di bab ini mengerucut tentang hal khusus dan secara ringkas
pengertian kaidah dalam Hukum Administrasi Negara dalam bidang
kajian ilmu hukum.

Peristilahan Hukum Administrasi Negara

Bahwa perkembangan Hukum Administrasi Negara diwarnai dengan
adanya berbagai peristilahan yang beragam baik di Indonesia maupun
di negara lain. Seperti di Perancis, istilah Administrasi negara disebut
‘droit administrative, kemudian di Inggris, Amerika Serikat dan
Australia biasa dikenal dengan istilah “Administratief Law” dan di
Belanda istilah Administrasi Negara adalah “Administratief Recht
Bestuur Srec That”.
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BAB 12 HUKUM AGRARIA

Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Pengertian Hukum Agraria
[stilah agraria berasal dari kata “agrarian”, yang asal katanya dari
berbagai bahasa, yakni: (1) kata “ager” (bahasa Latin), yang yang
berarti tanah atau sebidang tanah, atau kata “agrarius”, yang berarti
perladangan, persawahan, pertanian; kata “agrarian” (bahasa
Inggris), yang berarti tanah dan dihubungkan dengan usaha
pertanian; dan kata “argos” (bahasa Yunani), yang berarti tanah
pertanian; serta kata “akker” (bahasa Belanda, yang berarti tanah
pertanian (Harsono, 2008; Santoso, 2012 dan Muwahid, 2016). Berarti
secara etimologi, hal-hal yang berkaitan dengan tanah, ladang, lahan
pertanian, urusan pertanian, atau tanah pertanian dinamakan dengan
agraria. Dengan kata lain, agraria merupakan hal-hal yang terkait
dengan pembagian, peruntukan, dan pemilikan lahan. Istilah lain
adalah agrobisnis, yakni usaha yang bergerak dalam bidang pertanian.
Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043; untuk selanjutnya disebut UU No.
5/1960), yang ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 24 September
1960, pengertian agraria dapat diartikan secara sempit dan luas.
Agraria dalam pengertian sempit terbatas pada hal-hal yang berkaitan
dengan bumi dan tanah. Pengertian agrarian secara sempit diatur
dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 5/1960. Berdasarkan ketentuan ini,
agraria adalah bumi dan tanah. Pengertian bumi disini tidak hanya
permukaan bumi (tanah), juga meliputi tubuh bumi di bawahnya serta
yang berada di bawah air. Selanjutnya, pengertian agraria secara luas
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 5/1960 adalah
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e Hak-hak dalam hukum adat
yang menyangkut tanah

e Hanya dapat dipunyai oleh
warganegara Indonesia dan
diatur dengan Peraturan
Pemerintah demi
kepentingan umum yang
lebih luas daripada
kepentingan orang atau Pasal 46
masyarakat hukum yang
bersangkutan

Hak membuka
tanah dan
memungut hasil
hutan

e Dengan mempergunakan
hak memungut hasil hutan
secara sah tidak dengan
sendirinya diperoleh hak
milik atas tanah yang
bersangkutan
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Nugroho Noto Diharjo, M.E.
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Pengertian Hukum Acara

Hukum Acara atau Hukum Formal adalah peraturan hukum yang
mengatur tentang bagaimana mempertahankan dan menjalankan
peraturan hukum material (Itmam, 2021). Hukum acara merupakan
alat penegak dari aturan hukum material yang tidak membebankan
kewajiban sosial dalam kehidupan manusia.

Hukum acara berbeda dengan hukum materiil yang mengatur
tentang substansi hukum itu sendiri, yang mana pada gilirannya akan
diuji melalui hukum acara. Dalam hal ini, beberapa pakar
mendefinisikan hukum acara sebagai cara untuk mempertahankan
sebuah hukum (Main, t.t.). Masing-masing negara yang mempunyai
yurisdiksi dan kewenangan mahkamah yang beragam mempunyai
aturan yang berbeda-beda pula.

Meskipun berbagai permasalahan hukum diselesaikan dengan
cara yang berbeda-beda, hukum acara di seluruh dunia umumnya
mempunyai unsur-unsur yang sama. Hukum acara menjamin
ditegakkannya hukum secara adil dan semestinya. Tanpa melalui
adanya keadaan luar bisaa, sebuah pengadilan tidak bisa menghukum,
baik secara pidana atau perdata, seorang subjek hukum yang
belum/tidak diberi informasi mengenai dakwaan yang dituduhkan
atas mereka, atau yang tidak menperoleh peluang secara adil untuk
membela diri dan mengajukan pembuktian. Hukum acara mengatur
proses pendakwaan, pemberitahuan, pembuktian, dan pengujian
hukum materiil demi tegaknya hukum di muka pengadilan (Sulaiman,
2019).

Intinya, hukum acara mengatur tentang cara terbaik untuk
mendistribusikan sumber daya hukum secara adil. Contohnya kasus
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Safaruddin Harefa, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Pengertian Penemuan Hukum

Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, sehingga tidak akan
mungkin ada sebuah aturan yang lengkap dan sejelas-jelasnya.
Sehingga hukum itu harus ditemukan (Sudikno Mertokusumo, 2014).
Hukum acap sekali dianggap hanya sekedar putusan ataupun
ketetapan dari pengadilan atau hakim, tetapi yang menjadi pokok
duduk perkara ialah tugas serta kewajiban yang memutus suatu
perkara tersebut. Hal ini yang melakukan adalah hakim, berarti
berkaitan dengan tugas serta kewajiban hakim pada menemukan apa
yang menjadi hukum, hakim bisa disebut menjadi salah satu faktor
pembentuk hukum. karena Undang-Undang atau peraturan tidak
lengkap maka perlu adanya inovasi hukum (rechtsvinding) (Yudha
Bhakti Ardhiwisastra, 2000).

Penemuan hukum merupakan proses pembentukan aturan sang
subyek atau pelaku penemuan aturan pada upaya menerapkan
peraturan hukum awam terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-
kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan pada
ilmu aturan, seperti interpretasi, penalaran, eksposisi (konstruksi
hukum) serta lain-lain. Kaidah Kaidah atau metode-metode tadi
digunakan supaya penerapan aturan hukumnya terhadap
peristiwanya tersebut bisa dilakukan secara sempurna serta relevan
menurut aturan, sebagai akibatnya yang akan terjadi yang diperoleh
asal proses tadi juga dapat diterima serta dipertanggungjawabkan
pada ilmu hukum (Sugijanto Darmadi, 1998).

Penemuan aturan terutama dilakukan sang hakim pada
memeriksa dan memutus suatu masalah. Melalui putusannya yang
menjadi yurisprudensi kuat, hakim jua membentuk hukum. Hal itu
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Dede Nurul Hidayat, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim atau yang sering dikenal dengan istilah putusan
pengadilan merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan suatu
perkara antara kedua belah pihak dengan harapan untuk memperoleh
kepastian hukum dan keadilan terhadap suatu perkara yang sedang
mereka hadapi (Moh. Taufik : 2004).

Seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus
mengutamakan rasa keadilan serta putusan yang dikeluarkannya
mempunyai kepastian hukum. Selain itu, seorang hakim dalam
memimpin pelaksanaan peradilan tentu harus mengetahui pokok
perkara yang dihadapinya serta harus mengetahui segala peraturan
hukum baik peraturan hukum yang tertulis yakni berupa perundang-
undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis (Riduan:
1998).

Prof. Sudikno mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu
pernyataan akhir yang diucapkan oleh hakim di depan persidangan.
Hakim sebagai pejabat negara diberikan kewenangan untuk
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak yang
berselisih di dalam persidangan. Beberapa ahli hukum lainnya seperti
Muhammad Nasir, Moh. Taufik menguraikan definisi putusan hakim
sebagai suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat
yang diberikan kewenangan dengan bertujuan untuk menyelesaikan
suatu perkara antara para pihak yang sedang bersengketa.
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Putusan Hakim

Berdasarkan Pasal 68 UU No. 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung, permohonan pengajuan kembali paling
lambat dilakukan 180 (seratus delapan puluh) hari setelah
keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dijatuhkan.
Pengajuan permohonannya bisa melalui lisan maupun tulisan.
b. Permohonan oleh Pihak Ketiga (derdenverzet)

Berdasarkan Pasal 1917 BW secara hakikatnya putusan hanya
mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara. Akan tetapi
tidak menutup kemungkinan apabila ada pihak ketiga yang
merasa dirugikan dengan adanya putusan tersebut. Maka
berdasarkan Pasal 378 BW pihak ketiga dapat mengajukan
upaya perlawanan hukum dengan cara menggugat para pihak
yang terlibat dengan catatan harus benar-benar dirugikan
secara nyata.

Upaya hukum perlawanan pihak ketiga ini (derden verzet)
tercipta apabila pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat
dalam suatu perkara di pengadilan dan sama sekali tidak ada
sangkut pautnya, akan tetapi dengan adanya putusan tersebut
harta atau barang-barang milikinya ikut disita oleh pengadilan.
Barang tersebut baik berupa barang yang bergerak maupun
barang yang tidak bergerak (Sarwono).
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